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SriNurhayati. S311502005 PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
TAWENGAN KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI DALAM 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA SEBAGAI 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS 
HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran Badan 
Permusyawaratan Desa (selanjutnya di singkat BPD) dalam proses pembuatan 
Peraturan Desa di Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan 
untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD dalam 
proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Tawengan Kecamatan 
Sambi Kabupaten Boyolali. Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik panjang, 
sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan Desa sebagai basis pembangunan 
kualitas kehidupan. Kepala Desa dan BPD  belum tentu mampu merumuskan 
Rancangan Peraturan Desa yang dapat diterima dari sisi teknik perancangan 
Peraturan perUndang-Undangan (legal drafting). 
 Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari data yang 
ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak Peraturan Desa yang 
berkaitan dengan APBDes, Perubahan Anggaran dan LKPJ Kepala Desa, jadi 
Peraturan Desa yang pengusulannya dari Pemerintah Desa, untuk rancangan 
Peraturan Desa yang usulan dari BPD belum ada. 
Keberhasilan Implementasi Undang-Undang tentang Desa mensyaratkan 
adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus di kalangan para 
penyelenggara Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa mengenai pembentukan 
Peraturan Per Undang-Undangan (selanjutnya di singkat dengan UU) sebagaimana 
telah diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per 
UUan. BPD berperan atau berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara 
Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan 
sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Faktor pendukung pelaksanaan 
Peran BPD dalam proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa adalah 
masyarakat sebagai penentu keberhasilan dalam melaksanakan fungsinya dan 
penyebab ketidak efektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga ini 
khususnya pelaksanaan legislasi adalah karena minimnya pemahaman serta 
ketrampilan dan kemampuan anggota BPD dalam merancang dan membuat sebuah 
Peraturan Desa.  





SRI NURHAYATI. S311502005 THE ROLE OF VILLAGE CONSULTATIVE 
AGENCY OF TAWENGAN OF SAMBI SUB-DISTRICT OF BOYOLALI 
REGENCY IN THE PREPARATION AND DETERMINATION OF VILLAGE 
REGULATION AS THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE LAW NUMBER 
6 YEAR 2014 ON THE VILLAGE. PROGRAM OF LEGAL SCIENCE 
MAGISTER FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF SEBELAS MARET. 
The purpose of this study is to describe the role of Village Consultative 
Agency (hereinafter in short BPD) in the process of making Village Regulation in 
Tawengan Village Sambi Sub-District Boyolali Regency and to explain the factors 
that influence the implementation of the role of BPD in the process of formulation 
and determination of Village Regulation in Tawengan Village Sambi Sub-District 
Boyolali Regency. In the perspective of legal politics, the birth of Law Number 6 
Year 2014 on the Village is the fruit of a long political struggle, as well as the 
struggle of thinking to make the village as the basis for the development of the 
quality of life. Village Heads and BPDs are not necessarily able to formulate 
Village Rule Design that is acceptable in terms of engineering drafting of Legal 
drafting rules. 
The writing of this law employs empirical juridical methods. From the data, 
there are majority of village regulations that made more Village Regulations 
related to APBDes, Budget Changes and LKPJ of Village Heads, so Village 
Regulations proposing by Village Government, for draft Village Regulations 
proposed by BPD not yet exist. 
Successful Implementation of the Law on Villages requires a common 
understanding and special expertise among the Provinces of Village Governments 
and Villagers regarding the establishment of a Per Rule of Law (hereinafter brief 
with the Act) as regulated by Law Number 12 Year 2011 on the Rule Establishment 
Per UUan. BPD role or function to set Village Regulation with Village Head, 
besides carrying out its function as bridge liaison between Head of Village with 
Village community, also can become institution that acts as representation 
institution from society. Factors supporting the implementation of the role of BPD 
in the process of Formulation and Determination of Village Regulation is the 
community as a determinant of success in performing its functions and causes of 
ineffectiveness of the implementation of tasks and functions of this institution 
especially the implementation of legislation is due to lack of understanding and 
skills and the ability of BPD members in designing and making a Regulation 
Village. 
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